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ANALISA STANDAR BEj 5y

SINTANG DAL

Menimbang

Mengingat

AM RANG

BUPATI SINTANG,

bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas
penyusunan anggaran, maka berdasarkan
Pasa}l 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dijelaskan  bahwa Penyusunan
anggaran berdasarkan‘ prestasi kerja
dilakukan  berdasarkan - capaian  Kkinerja,
analisis standar belanja, standar satuan
harga, dan standar pelayanan minimal;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
tersebut di atas serta sebagai salah satu
komponen dasar  pengukuran  Kinerja
keuangan dalam penyusunan anggaran, maka
dipandang perlu membentuk Pera@:uran.
Bupati tentang Analisa S}tandar Belama Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang

Tahun Anggaran 2014;

Nomor 27 Tahun 1959
Undang_?’?ﬁ?&%an Undang-Undang Darurat
tentangg Tahun 1953 tentang Pembentukan
Nom?; ‘Tm{akat I Di Kalimantan (Lembaran
acra R Sbiik Indenesia Tahun 1953 Nomo!
Negare bephfm Lembaran Negarg Republik
9, Tamba IC\]Omor 352) Sebagai Undang-
Ingonests paran Negara Republik Indonesia
Undang T 72, Tambahan Lembaran

Nomor Lem
Tahuna I%nglglblik Indonesia Nomor 1820);
Negar

e WS 4, ey, PR O



tentang lgndang Nomor 28 Tah[zm[]536
Araan Negarg Yang Bé?s?lkgl
norupsi, Kolus;j Dan
v v N €garg Republik

afi, N Omor 75, Tamhb
BReT garg Repubhk Indonesia Nﬁgxag;

g-Undang Nomor

r 31
Eglr‘i?ng Pemberantasan ngitun o
TahL1I1)1811 gL;;)nbaran Negara Republik Indonesia
Mo Norpor 140, Tambahan Lembaran
. ~ Republik ndonesig Nomor 3874)
o argalmana telah diubah dengan Undang-
NnddngRNomor 20 (Lembaran
€gara Republik Indonesia Tah
134, Tambahan Le By o

; mbaran Negara R .
Indonesia Nomor 4150); = SPLblik

Undang-Undang Nomor
tentang Keuangan Negara
Republik Indonesia Tahun
Tambahan  Lembaran
Indonesia Nomor 4286)

17 Tahun 2003
(Lembaran Negara
2003 Nomor 47,
Negara  Republik
Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunalnr
Nasional (Lembaran Negara  Republik
I[ndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun bQ(?‘(E);
tentang Pemerintahan _ Daerah Qc()Lé(an;nor
Negara Republik Indonesia Tahun 00% Moy
12; Tambahan Lembaran Negara eptelah
lnd(;nesia Nomor 4437) s.ebagalmanua b
diubah beberapakali terakhir dengan nb rfn

¢ Nomor 12 Tahun 2008 (Lemba |
Und'a*ngRe ublik Indonesia Tahun 2008 N01r11911’
gsgail%mbghan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang ...



9.

10.

Ei,

12.

13.

14,

3.

) 0 0537
l‘ndfmg-Un_('la{lg Nomor 33 Tahun 2004
;D(ntcm_g hPerlmbangan Keuangan  Antara
tmerintah Pusat an Peméri | :
THETin b - ntahan Daerah
EBL(;CIEbaI an Negara Republik Indonesia Tahun
sl Ifomorl 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undamg—Undang Nomor 12
tentang Pembentukan Pe
Undangan  (Lembaran
Indonesia Tahun
Lembaran Ne
5324);

Tahun 2011
raturan Perundang-
Negara  Republik
2011 Nomor 83, Tambahan
gara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

lentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Noor 45778]);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nonm:or 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 20006
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
46009}  sebagaimana  telabh dinbah - dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855},

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun ‘.»2()()0
tentang  Laporan  Keuangan  Dan o hinerja
Instansi  Pemerintah (Lembaran N(‘g;“‘:\
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor ”);.)'
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 40 14);

16. Peraturan ...



16.

17.

18.

19,

21.

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang  Organisasi Perangkat  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 N.omor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor
25 Tahun 2006 tentang Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor
1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah
Kabupaten  Sintang (Lembaran  Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2008 No 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 1);

23. Peraturan ...



23. Peraturap Daerah ), 0 0339
‘ahun 2008 N Llp:}ten Smldng Nomor
a€rah Kap,, ang Susungp rganisagi
Kabupaten g Sintang (i, Mbaran [yepq
ambpi en Sintang ahun 9 th'dzh
ah; 0
mtan:dn bara Daerah  Kapy o s
8 Nomoy 2); Upaten
MEMUTUSKAN :
apkan : F:ERATURAN BUPA'N TENTANG ANALISA
Menet STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH

KABUPATEN SINTANG  DALAM
RANGKA PENYUSUNAN

RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |
palam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang,.

n ' ¢ ' rangkat Daerah
erintah Daerah adalah Repala Daerah beserta Perangke
+ petl)agai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

se : en

3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang,.

(@ C [s l. [)[ ‘eD

ibe ¢ oleh DPRD dengan
5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk o
. Peraturs % ’ s
persetujuan bersama Kepala Daerah.

Perundang-undangan yang
i Sintane adalah Perawran Perundang-undang:
0. Peraturan Bupali Sintang adal
dibuat oleh Bupati Sintang,

!.1 ¥ l) n l.ll\

engikat secara
-wenang dan mengl
leh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang
ok¢h Lembaga Negara « 1 ]
umum,

angan
-undang-undanga
peraturan  Perundat >
P dangan adalah penempatan Pl dt't},r(:ﬂ)whan Lembaran Negara
de?gun c111'gd11 CN(’( v Republik Indonesia, (ul mﬁﬂﬁ Tambahan Berita
Rz[;il;?)lllﬁnlzl)(]i(:iifgld 5;3(:]‘“8 Negara R(‘[)Ul)llkhh']](l;u écril'd Daerah.
Negara Republik Indonesia, Lembaran Dagrai e jalam rangka
= alam rallg
iiban Dacrah dala 7
1k dan kewajiban Dacral an uang.
a hak dan kewajiban ¢ lai dengal
Kuangan Dacrah adalah scmua ha ; apat dini hungan
Cuangan Dacrah ddclac‘ tahan Daerah yang dap ' yang berhubungat
Denyelenggaljaan pemerin dla bentuk kekayaan
rmasulk g cdlgmnyn SEes -ah tersebut. 10. Pengelolaan ...
dengan hak dan kewajiban Daera :
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20,

21,

22,

Pengelolaan Keuangan Dagy

0- percncanaan, Pelaksanaa ah adalap

0 03549

N8 melip,,;
DErtanggqu

kese)
5 Ury
i waban, dan Pengawasqay, key ggnata;sah hal?e lkegiatan y
aergh APorgp,
Pendapat ' ’
nggaran an g B ;
i dalah rencana keuangay tlanjq Daerap, :
4 : 1i b tahunan ’ SEIanJu
dan disetujui bersama gjep, PeMmeringgp + iMahan o2 disingiy APR
dengan peraturan daergp, Man g Rioh yang g oo
as
c ditetapkan

Belanja Daerah adalah g

— mug k »
pengurang nilai kekayaagn bersiheg:flban daerap,
persangkutan. :

satuan Kerja Perangkat Daerah
perangkat —daerah pagg
anggaran/barang.

yang Selani .
Pemerintgh Judtnya disingkqy SKp

D ad
aer‘ah Selaku a-lah

Penggung
yang melaks
Programi. anakan saty atqy beberapa

Kegiatan adalah bagian dari Program yang (i ‘
lebih unit kerja pada SKpp Sebagaiybagian agssin;tiia%l;g:a;gsatau
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tind:ﬂzrrll
pengerahan sumber daya bajk

manusia), barang modal termasyuk peralatan dan t
kombinasi dari beberapa atau kesemug
sebagai masukan (input) untuk menghasil
bentuk barang/jasa.

jenis sumber daya tersebut
kan keluaran (output) dalam

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingk‘at RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Analisa Standar Belanja yang selanjutiiya disigglcat ASB adalah sta;mdrg;

maksimal yang digunakan untuk menganalisis kiwa;,atran 32\?1? af{ ejm
i 1me i ram atau kegiatan

atau biaya maksimal setiap prog A

dilaksanakan oleh suatu SKPD dalam satu tahun anggar

pengelompokan kegiatan yang

fonyglarann  Hepialgn  mSyupe @n hampir sama dalam rangka

| Ciri jeni atau
mempunyai ciri dan jenis yang sama
penyusunan rencana belanja.

N h kegiatan yang
e 5 dihasilkan ole : .

< : lah barang/jasa yang aran dan tujuan p

(Ii\it;ixlllg;inakjgauituk menczljukung pencapaian sasa

dan kebijakan.

u
. rog]‘arn ata
. dari suatu p

iharapkan

il yang d
Sasaran (Target) adalah hasﬂ-.yana%tu cepiatan
keluaran yang diharapkan dari su

gram yang akan qat

q kegiatan, pro aran  dengan
; ; . i1 dari kegla anggara
:(llnirja adalah kei]uaéi?lé 22511 dengan penggunaal
¢lan  dicapai sehu
: ur.
kuantitas dan kualitas yang teruk

urutan dan I
Kode dan Nama Jenis ASB adalah ﬁog?lzm mencari jenis
Yang digunakan agar memudahkan

ya. |
: anggar ani; A0S e
tngan kegiatan yang akan disusun 93, Deskrips
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Deskn’psi adalah Mmerupaikgy

: deﬁnisi serta gambaran Singka‘t) dDaran

U Yan . N
N elas meqgerlaskan b, 0 e
li Belanja (¢ : nge“allenis Aange‘“an dan
PenECTL S e tj)a | Cost Driven adalah fapron e ' \
94 | .sar kecilnya elanja gy Suat KUOr-fagr - va “
b rta, jumlah hari, | U Kkegigr n
cserta, jum ari, Jumlah le

25.

97 Belanja Variabel (Variable Cost

98. Satuan Pengendali Belanja Variabe] (

29. Belanja Total (Total Cost) adalah jumlah keseluruhan

m :  Mapat 'Baruh;
at pelaksanaan kegi, J8ga, tin Kat pejay; /gru . jumlgp,
temp ) » Jénis keglat an lingkat .
(ingkat obyek seleksi, model /jen;q an/even .

ingk tkeglata

a5 s : p X ES/U ia
et bk vy oo 3, P e ST

obot ting an, bobot jenig jorac: - 8an pengamarg
gurasi dalam bulan, bobot jenig inform okasi, jumiap pela o

Belanja Tetap (Fixed Cost)

: Merupakan
dipengaruhx oleh pPenambahgn

Suatu  belgpi

yang tidak
angan volyme kegiatani.g

) adalah belan

ja yang meningkat atay
n bertambah at

menurun apabila volume kegiata au berkurang.

Variable Cost)
yang menunjukkan besarnya perubahan belanja vari

masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/
kegiatan.

merupakan satuan
abel untuk masing-
penambahan volume

dari belanja tetap
ditambah dengan belanja variabel.

30. Alokasi Obyek Belanja berisi macam-macam obyek belanja, proporsi batas

gl

32.

33.

34,

35.

bawah, proporsi rata-rata dan proporsi batas atas dari total belanja.
’

' i ja yan
Batas Bawah (Minimum) adalah proporsi terendah dari obyek belanja yang
bersangkutan.

i lanja untuk
Rata-rata (Mean) adalah proporsi rata-rata dari obyek belan
ata- P2 .
seluruh SKPD di suatu Pemerintah Daerah.

Ba as A i el i 1 i rang dapat
ggl }a

total anggaran kegiatan

bandingan ygarafl
Indeks Kegiatan merupakan perbanding terhadap total Angg

giatan
setelah  dilakukan p¢nyetara§n keg
Pendapatan Dan Belanja Daerah.

- APD
utnya disingkat TAP
, selanjutnya dipimpin
- : aerah yang erah dan dip
Tim Anggaran Pe.mermiagergan keputusan kepafsde:nenyiapkan se}rBKS
oleh sekretaris qarekan kepala daerah daléﬁm ppKD dan pejabat -
Mmelaksanakan kebtlJlddI,m_ dari pejabat daeran,
Yang anggotanya ter
Sesuai kebutuhan.

BAB Il ...



. BAB

igUn bagai a]
digunakan sebagai alay ukur .
an yang berlaku sama ypy st:nelanja kegiatap

~

k‘,gla Pernel“intah K '

.o gungan abupaten g; 2 o

ingkd n Sintan Pe B

; g dalar pen ra ngat Daerahm(?i
Pasal 3 e

pertujuan untuk meningkatka, oo

 giatan dan pengendalian anggaray eisiensi dan Clektivitas pely

. € $Sanaan

BAB 1]

TATA CARA PENERAPAN ANALig STANDAR BELA Ny
A

Pasal 4

ASB ini, digu‘nakan untuk penyusunan RKA-SKPD dj 1
Kabupaten S}ntang Tahun Anggaran 2014 dan nlerup,iifagriﬂslilagaé] Pemel-iptah
yang dapat digunakan sesuai dengan kemampuan keuangan da;aif maksimal

Pasal 5

(1) SKPD. dalam rangka menyusun RKA-SKPD menentukan jenis kegiatan
sesuai dengan penyetaraan kegiatan pada ASB. ' °

(2) Penentuan jenis kegiatan dilakukan sesuai dengan deskripsi kegiatan
yang terdapat dalam perhitungan ASB.

(3) Penggunaan unsur belanja dan/atau persentase unsur belanja pada
prinsipnya mengacu pada unsur belanja dan/atau persentase sebaran
pada ASB, sedangkan penggunaan unsur belanja dan/atau persentase
sebaran ASB sesuai dengan kebutuhan riil, dapat dilakukan dengan

persetujuan TAPD Kabupaten Sintang.
Pasal 6

a dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)

(Il Penyetaraan Kegiatan sebagaiman O vang merupakan
Peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam Lampl \

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

ud dalam
] yang meru

; . pasal 5 ayat _(2)'
2) Perhitungan ASB sebagaimana dnpaks bakan bagian ddak
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV ...



-A. SKPD yang belum diatyr

I jpi, sebaran obyek belanja danaéiga?elum Cukup g
| im Anggaran Pemeri an o e
oleh Tim ANEE erintah Daer by tal belaniy kegiatam Perayy

o an ditey
A abila terjadi perubahan har Pican

V) oleh inflasi maupun kebijakan
: ASB, maka penyesuaian stap
Keputusan Bupati.

l . g / ‘
t_ Sa, a.rl i

BAB v
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2013

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
Pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

“ULKIFLI HAJT AHMAD OR
NOM
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013



